Menimbang

BUPATI TORAJA UTARA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ca.

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Bupati
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disertai
penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

vang telah disepakati bersama antara Pemerintah



Mengingat

;1.

Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun Anggaran 2023.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851}
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6516);




Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757};
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130
Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelompokan
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Toraja Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Toraja Utara Nomor 121).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA
dan

BUPATI TORAJA UTARA



Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Toraja.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati
Toraja Utara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan
tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk dalam ke

kas Daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari
kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang
digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD,
Surat perintah membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang digunakan untuk
penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban
pengeluaran DPA SKPD.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat
PAD adalah Pendapatan Daerah yang diperoleh dari
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.



18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal
dari Pemerintah lain, yang pada umumnya berasal dari
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Hibah adalah pemberian bantuan uang/barang atau
jasa dari Pemerintah Daerah kepeda pemerintah atau
pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah,
masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus
menerus  yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Dana Cadangan adalah dana yang disediakan untuk
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan
sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam
1 (satu) tahun anggran.

Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai
acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran

satuan kerja perangkat daerah.



Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023
berjumlah Rp1.003.495.876.134,00 (satu triliun tiga miliar

empat ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tujuh

puluh enam ribu seratus tiga puluh empat rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

a.

b.

(2)

Pendapatan Daerah Rp999.995.876.134,00
Belanja Daerah Rp996.995.876.134,00
Surplus /Defisit Rp3.000.0060.000,00

Pembiayaan Daerah terdiri dari:

1. Penerimaan Rp3.500.000.000,00
2. Pengeluaran Rp6.500.000.000.00
Pembiayaan Netto (Rp3.000.000.000,00)

Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenaan

Rp0,00
Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp77.042.971.264,00;

b. Pendapatan Transfer sejumlah
Rp903.802.004.870,00; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp19.150.900.000,00.

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah Rp24.907.967.000,00;

b. Retribusi Daerah sejumiah Rp22.660.004.264,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah Rp6.900.000.000,00; dan
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

sejumlah Rp22.575.000.000,00.




(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah
Rp848.691.232.000,00; dan

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah
Rp55.110.772.870,00.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Pendapatan Hibah Rp00O
b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan
Perundang-undangan Rp19.150.900.000,00
Pasal 4

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf b terdiri dari:
a. Belanja Operasi sejumlah Rp649.382.979.980,00;

hY
b. Belanja Modal sejumlah Rp201.315.067.054,00;

c. Belanja Tidak Terduga sejumlah
Rp2.000.000.000,00; dan

d. Belanja Transfer sejumlah Rp144.297.829.100,00.

Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp347.037.964.366,00;

b. Belanja Barang dan Jasa sejumiah

Rp210.143.528.073,00;
c. Belanja hibah sejumlah Rp92.201.487.541,00; dan
d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp0O0.

Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b terdiri dari:

a. Belanja Modal Tanah sejumlah
Rp7.100.000.000,00;
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(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

b. Belanja Peralatan dan Mesin sejumlah
Rp15.838.079.918,00;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah
Rp46.355.063.467,00;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
sejumlah Rp132.011.513.669,00; dan

€. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah
Rp10.410.000,00.

Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp2.000.000.000,00.

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1}

huruf d terdiri dari:

a. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp2.500.000.000,00;
dan
b. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah

Rp141.797.829.100,00.

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf ¢ terdiri dari:

a. Penerimaan  Pembiayaan Daerah  sejumlah
Rp3.500.000.000,00; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah  sejumlah
Rp6.500.000.000,00.

Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan Sisa Perhitungan Anggaran tahun
sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp3.500.000.000,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dari jenis pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah Daerah Rp6.500.000.000,00.
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Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini, yang terdiri dari:

1.

10.

11.
12.

13.

14.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran [X

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII

Lampiran XIV

Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis Belanja
dan Pembiayaan;

Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rincian APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan beserta hasil dan
sub kegiatan beserta keluaran;
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Rekapitulasi Belanja untuk
Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan APBD;

Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
sub kegiatan pada RKPD dan PPAS;
Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah:

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan
dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal Daerah dan
Investasi Daerah Lainnya;

Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap;

Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan
dan dianggarkan kembali dalam
Tahun Anggaran yang direncanakan;
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15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2022

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH

LEM
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA, PROVINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.08.189.22




